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untutan masyarakat terhadap palayanan publik yang prakts
dan efisien mendorong inn:n'@i digital di sekior pemernntahan.
Salah satunya adalah pembayaran Pajak Kendaraan
EBermotor (PEB) tabunan melaki E-Samsal yang kanal
pembayarannya  dikerjasamakan  dengan  platform
markefplace dan aplikasi perbankan digital serta terhubung
dengan Samsat Digital Nasicnal (SIGMNAL). Kajian literabur ini
bertujuan memetakan manfaal yang dilaporkan literatur
beserta kekuatan buktinya, mengidentifikasi hambatan
implementasi, dan merumuskan rekomendasi kebijakan.
Data sekunder berupa regulasl. artikel jJumal, dan dokumen
publik dignalisis secara tematik [Braun & Clarke, 200G)
dengan kerangka atribut  inovasi  Rogers, tahapan
kematangan e-government Layne dan Lee, serta kolaborasi
inovasi sekior publk. Hasil kajian menunjukkan bahwa E-
Samsat telah memenuhi fahap transaksi dan sebagian tahap
integrasi e-government. Manfaat berupa efisiensi wakty,
tansparansi proses, dan berkurangnya tatap muka masih
berupa kiaim Keratur atau potensl. sedangkan panurunan
biaya, peningkatan kepatuhan, dan Pendapatan Asli Daerah
(FAD) belum terbukti karena fidak tersedia dala terukur dan
kanal pihak ketiga dapat menimbulkan biaya |ayanan. Lima
hambatan teridentifikasi, yaitu literasi digital yang belum
marata, kesanjangan infrastruktur dan konsistensi data, risiko
keamanan dala pribadi, koordinasi lintas lembaga, dan
pemartavan kinega yang belum terpaduy. Rekomendasi
disusun manjadi lima langkah operasional lengkap dengan
penanggung jawab, indikator, dan procritas. Temuan i
bersifat anaiisis lileratur dan pedu divji dengan data primer
serta data realizasi PEEB.

Abstract

Growing publc demand for practical and effcient public
services encourages digial innovation in govermment. One
example iz the payment of annual motor vehicle tax (PKB)
through E-Samsat, whose payment channels are provided in
collaboration with online markelplaces and digital banking
applications and conneclted fo the National Digital Samsat
(SfGMAL). This ferafure review maps the benefils reponed



PENDAHULUAN

in the Weralure and the strangth of their evidence, wentifies
implementalion hamriers, and formiulates policy
recommendalions. Secondary data comprising requiations,
joumal aicles, and public documents were analysed
thematically (Braun & Clarke, 2006) using Rogers' innovalion
attributes, Layne and Lee's e-government malurily stages,
and public sector collaboralive innovalion. The findings show
that E-Samsat has reached the Iransachion stage and par of
the integration stages of e-government. Benefits such as time
efficiency, process transparency, and reduced face-to-face
contact remain Werature claims or pofential, whereas lower
costs,  higher complance, and Regional Own-Source
Fevenue (PAD) are ot yel proven because no measured
dala are availabfe and third-parly channels may charge
service fees. Five barriers are identified: uneven digital
iteracy, gags in infrastruciure and data consistency, personal
dafe securly risks, cross-agency coordinabion, and
unintegrated performance monitoring. The recommandations
are organised infe five operalional steps with responsible
actors, indicators, and pronfles. These findings are a
iteratura-based analysis and should be fested with pnmary
data and PKEB realisalion dala,

3
Inovasi dapat diartikan sebagai gmsas atau hasil pengembangan
pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan unftuk menciptakan atau

memperbaiki produk, baik jasa maupun barang, proses. dan metode yvang
memberikan nilal signifikan. Dalam pelayanan publik, inovasi berarti cara baru
atau ide kreatif yang menyaderhanakan prosadur, metode, pendekatan, maupun
strukiur organisasi sehingga menambah kualitas dan kuantitas pelayanan
(Muharam, 2019). Inovasi di sektor publik kini menjadi keharusan agar layanan
semakin mudah, murah, terjangkau, dan merata, sekaligus menjawab tuntutan
akuntabilitas, transparansi, dan prinsip good govemance yang mendorang kinerja
organisasi lik (Wardana & Prabawati, 2024; Yanto at al, 2025). Birokrasi tidak
lagi tampil sebagai penguasa, tetapi sebagai pelayan masyarakat, sehingga
seluruh kegiatan pemerintah harus dikelola transparan dan  dapat
dipertanggungjawabkan,

Kajian ini memakai tiga lensa teoretis yang saling melengkapi. Pertama,
teon difusi inovasi Rogers (2003) menjelaskan penermaan suatu inovasi melalul



lima atribut, yaitu keuntungan relatif, kompatibilitas, Icarumuan kemampuan
dicoba. dan kemampuan diamati. Kedua, model empat tahap &gammmnr dan
Layne & Lee (2001), vaitu katalog, transaksi, integrasi vertikal. dan integrasi
horizontal, dipakai untuk menilai kematangan layanan. Ketiga, konsep kolaborasi
inovasi sektor publik Serensen & Torfing (2011) dipakai untuk membaca
kemitraan antara pemerintah, perbankan, dan markefplace. Model adopsi
teknologi UTAUT (Venkatesh et al., 2003) dipakai secara terbatas uniuk
menafsirkan hambatan dari sisi pengguna, seperti ekspektasi usaha dan kondisi
pendukung.
ebutuhan akan transformasi pelayanan yang komprehensif ini sejalan
dengan kebijakan nasional, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistern Pemerintahan Berbasis Elekironik (SPBE), Peraturan Menteri
PANRE Nomor 37 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan publik
berbasis elektronik, geramran Presiden MNomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur SPBE Masional, dan Peraturan Presiden Momor 82 Tahun 2023
tenfang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital
Nasional. Di tengah tunhitan pelayanan yang cepat, efeklif, efisien, dan
berorientasi pada kepuasan masyarakat (\Wardana & Prabawati, 2024), salah
satu inovasi yang berkembang adalah digitalisasi pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) tahunan melalui aplikasi E-Samsat, platform marketpface seperti
Tokopedia dan Bukalapak, serta aplikasi perbankan digital yang terintegrasi
dengan Samsat Digital Nasional {SIGNAL).
PKB merupakan pajak provins an-g diatur dalam Undang-Undang Nomar
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusal dan
Femerintah Daerah, sehingga pemungutannya dilakukan pemerintah provinsi
melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Samsat (Sislem
Administrasi Manunggal Satu Atap). SIGNAL dikelola cleh Korantas Polri dan
terhubung dengan sistem Jasa Rahara serta Bapenda (Pajakku, 2025) Karena
layanan ini memproses data kendaraan dan data pembayaran, palindungannya

duk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data



Fribadi, Alur layanan dan peran sefiap akior diuraikan pada bagian Hasil dan
Pembahasan.

Ruang lingkup kajian ini dibatasi pada pembayaran PKB tahunan dan
pengesahan STMK tahunan wyang dapat diselesalkan secara darnng.
Perpanjangan STMNK lima tahunan, yaitu penggantian STNK dan pelat nomaor,
umummnya masih memerdukan pemeriksaan fisik kendaraan di kantor Samsat
(Friastuti et al., 2022) sehingga berada di luar lingkup inovasi yang dikaji.
Sebelumnya, pembayaran PRB dilakukan di loket Samsat dengan kehadiran
pemilik kendaraan. Apakah kanal digital benar-benar memangkas waktu layanan
belum dapat dipastikan karena sumber yang dikaji tidak memuat data wakfu
layanan.

Kajian terdahulu tentang E-Samsat umumnya menalaah satu daerah atau
satu aspek layanan. Prnastuti et al. (2022) mengka)l desain layanan E-Samsat
pada Bapenda Jawa Barat (studi kasus Kota Bandung) dan mencatat kemitraan
dengan bank. e-commerce, dan geral modern, sérta kendala berupa gangguan
jaringan dan server, validasi STNK yang masih dilakukan langsung di kantor
Samsat, ketidaksesusian data, ketidakseragaman layanan antarbank, dan wajib
pajak yang belum terbiasa dengan pembayaran nontunai. Pendapatan PKE dari
E-Samsat di lokasi itu hanya sekitar 3-10% dari total PKB. Yanto et al. (2025)
menyimpulkan melalui studi literatur bahwa inovasi mempercepatl pelayanan
publik, sedangkan Wardana & Prabawati (2024) menekankan efekfivitas
pelayanan dalam perspektif good govermmance di era digital. Dari sisi kanal,
pemberitaan mencatat bahwa transaksi PKB Jawa Timur melalui Tokopedia naik
hampir 1.5 kali lipat pada 2023 dibandingkan 2022 menurut perusahaan tersebut
(C. Indonesia. 2023).

Sejauh yang ditelusuri penulis, kajian-kajian itu belum memosisikan kanal
markelpface sebagail kolaborasi lintas akior yang dinilai sekalgus dengan
kerangka inovasi dan kematangan e-government, dan belum membedakan
secara tegas manfaat yang didukung bukfi dari manfaat yang masih berupa klaim.

Celah inilah yang diisi arfikel ini. Kebaruannya bersifat sintesis, bukan temuan



empiris baru: artikel ini menyusun manfaat, hambatan, dan rekomendasi
operasional secara terstruktur dengan penilaian kekuatan bulkti.

Berdasarkan celah tersebut, kajian ini menjawab tiga peranyaan
penelitian: {1) manfaat apa yang dilaporkan literatur dari digitalisasi pembayaran
FKB melalui marketpiace, sejauh mana manfaat i didukung bukli, dan sejauh
mana layanan ini mamenuhi kriteria e-government; (2] hambatan apa yang
menghalangi implementasinya; dan (3) rekomendasi kebijakan operasional apa
yang dapat diturunkan untuk setiap hambatan. Tujuan peneltian ini adalah
memeiakan manfaat dan menilai kekuatan buktinya, mengidentifikasi hambatan
implementasi, serta merumuskan rekomendasi lengkap dengan penanggung

jawab, indikator, dan prioritas.

?ETDDE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan kualitatif
deskriplif dan studi dokumen kebijakan, Data sekunder terdiri atas 19 dokumen;
(a) tujuh regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang
Momor 27 Tahun 2022, Peraturan Presiden Momor 95 Tahun 2018, Nomor 132
Tahun 2022, Nomor 82 Tahun 2023, dan Nomor 38 Tahun 2015, serta Peraturan
Mentern PANRB Momor 37 Tahun 2018; (b) lima artikel jurnal tentang inovasi
pelayanan publik dan E-Samsat (Muharam, 2015; Matika, 2024; Priastuti et al,,
2022; Wardana & Prabawati, 2024 Yanlo et al.. 2025); (c) empal sumber tearetis
{Layne & Lee, 2001; Rogers, 2003; Serensen & Torfing, 2011, Venkatesh et al,
2003); dan (d) tiga dokumen publik berupa panduan dan pemberitaan tentang
SIGNAL serta kanal markeiplace (C. Indonesia, 2023; Jambi, 2021; FPajakku,
2025). Kriteria inklusi adalah dokumen yang membahas inovasi pelayanan publik
digital, E-Samsat atau pembayaran PKE, atau regulasi yang menjadi dasamya.

Analisis dilakukan secara tematik mengikuti enam tahap Braun & Clarke
{2008): membaca dokumen berulang kali, memberi kode awal, mengelompokkan
kode menjadi calon tema, menelaah tema, mendefinisikan tema, lalu menyusun

laporan. Pengodean memakal kerangka analitis pada Tabel 1 yang menurunkan



lensa teoretis menjadi indikator, kode yang tidak tercakup kerangka dicatat

sebagai tema induktif. Hasil analisis dipetakan menjadi manfaat, hambatan. dan

rekomendasi untuk setiap hambatan.

Tabel 1. Kerangka Analitis dan Indikator

Lensa teoretis Dimensi Indikator
Atribut inovasi Keuntungan relalif Waktu, biaya, transparansi, dan akses
(Rogers, 2003) dibandingkan kanal loket
Atribut inowasl Kompatibilitas Kesesuaian dengan platform yang sudah
(Fogers, 2003) dipakai masyarakat dan keterhubungan
: _dengan SIGNAL =
Atribut inovasi Kerumitan Literasi digital dan kemudahan
{Rogers, 2003) penggunaan oleh wajib pajak
Kematangan e- Katalog, ransaksl, Informasi tagihan darng,; pembayaran dan
government {Layne & integrasi vertikal,  bukii elektronik; keterhubungan
Lee, 2001) integrasi horzontal antartingkat pemerintah; keterpaduan

antariambaga

K.olaborasi inowasi
(Zerensen & Torfing,

Aktor dan peran

Feran, pembagian baya dan risiko, serta
koardinasi antarakior

2011}

Adopsi dan risiko Hambatan Kondisi pendukung, ekspekiasiusaha,
(Venkatesh at al,, pengguna dan dan pelindungan data pribadi

2003} keamanan

Sumber Tabel: Diolah penulis {2028) darl Layne & Lee (2001); Rogers (2003);
Serensen & Torfing (2011); Venkatesh et al. (2003}

Keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber (jurnal, regulasi, dokumen

resmi. dan pemberitaan), penelusuran jejak audit berupa catatan kode dan

keputusan pembeniukan tema, serta penalusuran setiap sitasi ke sumber aslinya

Setiap Klaim manfaat diber tingkat bukti: terukur, klaim sumber, atau potensi.

Penelitian ini tidak mengumpulkan data primer dan tidak memuat data

statistik transaksi pembayaran. Karena itu manfaat hanya diperakukan sebagai

temuan literatur atau potensi, bukan sebagail hal yang terbukti. Data sekunder

publik seperti laporan realisasi PKB Bapenda, data Korlantas dan Jasa Rahana,

sorta data BPS dan APJI belum dihimpun dan menjadi agenda penalitian

lanjutan.



HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme dan Aktor E-Samsat melalui Marketplace

Pembayaran PKB melalui kanal digital berjalan sebagai berikut (C.
Indonesia, 2023; Pajakku, 2025). Pemilk kendaraan memilih layanan
pengesahan STNK dan nomor registrasi kendaraan pada aplikasi SIGNAL atau
kanal mitra. Sistern menampilkan ketetapan FKB dan Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk diperiksa, lalu menerbitkan kode
bayar beserla total tagihan. Pemilik kendaraan membayar melalui kanal yang
tersadia, seperti markeipface, dompet digital, dan perbankan. Bukli pembayaran
dan dokumen pengesahan digital kemudian dapat diunduh, atau dokumen fisik
dikiim dengan biaya pengiriman bila pengguna memilhnya. Pada marketplace
seperti Tokopedia, pengguna memilih menu E-Samsal, memilih wilayah,
memasukkan kode bayar, dan memilih metode pembayaran, dengan bukt
pembayaran dikirim melalu surel (C. Indonesia, 2023).

Peran setiap aktor dirangkum pada Tabel 2. Pemetaan ini mengikuti tiga
pilar Samsat, yvaitu Polr, pemerintah daerah, dan Jasa Raharja, yang ditambah
penyedia kanal pembayaran.

Tabel 2. Pemetaan Aktor dan Peran dalam E-Samsat

Aktor Peran dalam layanan Sumber
Korantas Polri dan  Mengsiola SIGNAL; identifikasi dan (Fajakku, 2025)
Ditlartas reqistrasi kendaraan; pangesahan STHNEK
Pemerntah provinsi  Menetapkan dan memungut PKB sebagai (Undang-Undang
medalui Bapanda jak daarah; penerimaan menjadi MNomor 1 Tahun

pendapatan daerah 2022 Tentang
Hubungan
Keuangan Antara
Pemerintah Pusal
Dan Pemerintahan
Dasrah, 2022)
Jasa Raharja Mengsiola SWDELLJ yvang dibayar I;F‘aja-’rtku 2025
oo bersamaPKBE B
Bank dan penyadia  Menyediakan kanal dan p-enyelesalan iFajakku, 2025;
pembayaran pambayaran; kemampuan kanal antarbank Priastuti et al.,

tidak seragam 2022)




Aktor Peran dalam layanan Sumber

Markeiplace Menyediakan antarmuka kanal bayar bagl  (C. Indonesia,
pengguna; skema kerja sama dan 2023; Pajakku,
pembagian biaya tidak terdokumentasi 2025)
pada sumber yang dikaji

Kementerian Fendukung kebijakan dan infrastrukiur iP. R. Indonesia,

Komunikasi dan digital nasional 2023)

Digital

Wajib pajak Memeriksa tagihan, membayar, dan iPajakku, 2025

menyimpan bukli pembayaran

Sumber Tabel; Diolah penulis (2026)

Digitalisasi PKE sebagal Wujud Eﬁawmmm
E-government dipahami sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

kepada warga, termasuk layanan govemment-to-citizen (G2C), Di Indonesia

konsep ini dioperasionalkan melalui

PBE (Peraturan Presiden Republik

Indonesia MNomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, 2018). Menurut Layne & Lee (2001) kematangan layanan bergerak
darn katalog, transaksi, infegrasi vertikal, hingga integrasi honzontal. Tabel 3
menguji E-Samsat terhadap tahapan tersebut agar klaim sebagai bentuk e
govammaent bartumpu pada kriteria, bukan sakadar pernyataan.

Tabel 3. Penilalan E-Samsat terhadap Tahap Kematangan E-Government

Tahap Kriteria Bukti pada E-Samsat Penilaian
Katalog Informasl dan FPengecekan tagihan PKE dan Terpenuhi
tagihan tersedia SWDELLS melalui SIGMAL dan
o danng kanal mitra {Pajakku, 2025) .
Transaksi FPembayaran dan kode bayar, pembayaran malalui Terpenuhi
bukti dapat markeiplace, dompet digital, atau
diperoleh daring bank, dan buktl edektronik (C.
Indonesia, 2023; Pajakku, 2025}
Integrasi Keterhubungan SIGMNAL terhubung dengan Sebagian
vertikal antartinghkat Bapenda daerah (Pajakku, 2025),
pemerintah tetapi ketidakse suaian data tagihan
dan perbedaan layanan antarbank
dicatal (Priasluti et al., 2022)
Integrasi Keterpaduan lintas  Fodrl, Jasa Raharja, dan Bapenda  Sebagian
horizental lembaga dalam berada dalam satu alur

safu alur

pembayaran, tetapi validasi STNK
lima tahunan masih fisik (Priastutl at
al,, 2022}




Sumber Tabal: Diolah penulis (2026)

Dengan demikian E-Samsat telah memenuhi tahap transaksi dan sebagian
tahap integrasi. Layanan inl belum sepenuhnya bebas tatap muka karena
pemeriksaan fisik pada siklus lima tahunan masih diperlukan. sehingga

pernyataan bahwa layanan sepenuhnya digital hanya berlaku pada PKB tahunan.

Manfaat: Klaim Literatur dan Kekuatan Buktinya

Dari perspekiif inovasi pelayanan publik, literatur melaporkan enam
manfaat. yaitu efisiensi waktu, pengurangan biaya administrasi, transparansi
transaksi, berkurangnya prakfik pungutan liar, peningkatan kepatuhan wajb
pajak, dan dukungan terhadap Pendapatan Asli Daerah g.ﬂ-.[}]. Manfaat tersebut
sejalan dengan temuan bahwa inovasl mempercepatl pelayanan publik di era
sociefy 5.0 (Yanto et al,, 2025). Tabel 4 menguraikan mekanisme, sumber, dan
kekuatan bukti setiap manfaat, termasuk kondisi berlakunya.

Tabel 4. Manfaat, Mekanisme, dan Kekuatan Bukti

Manfaat Mekanisme Sumber Kekuatan bukti dan kendisi
Efizienszi Pengecekan {Pajakku, 2025, Klaim liieratur. Tidak ada data
wakiu tagihan, Yanio et al wakiu layanan, Hanya beraku

pembayaran, dan  2025) untuk PKB tahunan dengan data
bukli tanpa ke valid dan koneksi baik;
laket gangguan jaringan dan server
tercatat (Priastuti et al., 2022)
Biaya Menghemat (Priostuti ot al.,  Balum terbukti. Biaya pangiriman
administrasi  perjalanan dan 2022) dokumen fisik tercatat pada alur
antraan SIGNAL (Fajakku, n.d. ) biaya

layanan kanal pihak ketiga tidak
terdokumenliasi sehingga selisih
biaya total peru diujl, bukan

diasumsikan
Transparans Kode bayar, jejak  (Pajakku, 2025; Potensi. Transparansl proses
i fransaksi fransaksi, dan Wardana & fidak otomalis berarti
bukti elekironik Prabawati, 2024} transparansi blaya dan skema
kerja sama
Penguranga Interaksi langsung (Jambi, 2021) Pernyataan pejabat Korlantas,
npungutan dengan petugas bukan hasil pengukuran

liar berkurang




Manfaat Mekanisme Sumber Kekuatan bukti dan kondisi

Kepatuhan HKemudahan (C. Indonesia, Hipotesis. Kenalkan transaksi

wajib pajak  membavar 2023) pada satu kanal (klaim
mendorong Tokopedia, Jawa Timur 2023
pembayaran tepat dibanding Z02Z2) bdak sama
wakiu dangan kenaikan kepatuhan

total karena dapat berupa
perpindahan dari kanal lain
Dukungan FPenarimaan kebih  [Priastuti et al., Hipotesis. Pendapatan PKB dari
PAD cepat dan tertib 2022) E-Samszat di lokasi studi hanya
sekitar 8-10%; PAD juga
ditentukan tarnf dan basis pajak

Sumber Tabel: Diclah penulis (2026

Manfaat yang paling dekat dengan bukti adalah yang bersifat proses, yailu
kemudahan akses dan bukti elektronik. Manfaat berupa biaya, kepatuhan, dan
PAD masih hipotesis yang perlu diuji dengan data realisasi PKB sebelum dan
sesudah digifalisasi serla perbandingan biaya fotal antarkanal. Klaim
"mengurangi biava administrasi" khususnya perlu divji karena layanan pihak
ketiga dapat mengenakan biaya layanan.

Kemitraan dengan Marketpiace

Kerja sama dengan markelplace lebih tepal disebut Kolaborasi atau
kemitraan kanal pembayaran danpada kemitraan pemerintah dan badan usaha
(KPBU/public private parinership). Dalam requlasi Indonesia, KPBU merujuk
pada kerja sama penyediaan infrastrukiur berjangka panjang dengan pembagian
risiko (Feraturan Presiden Momor 38 Tahun 2015 Tentang Kera Sama
Femerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastrukiur, 2015),
sedangkan pada E-Samsat markeiplace berperan sebagal salah satu kanal
pembayaran yang memperluas akses melalui platform yang sudah dipakal
masyarakat sehan-har, seperti Shopee dan Tokopedia. Perspektif kolaborasi
inovasi Serensen & Torfing (2011) lebih sesuai: layanan lahir dan kera sama
aktor publik dan swasia yang masing-masing membawa sumber daya, yailu
kewenangan dan data pada pemerintah serta basis pengguna dan teknologi pada
platform.



S\lpa yang menanggung biaya, bagaimana aliran dana, dan apa isi
peranjian kerja sama tidak ditemukan pada dokumen yang dikaji. Hal ini
merupakan celah transparansi yang dijawab pada rekomendasi. Keberhasilan
implementasi juga tidak ditentukan teknologi semata, tetapi oleh kesiapan
organisasi, regulasi, sumber daya manusia, dan penefimaan masyarakat

Hambatan Implementasi

Meskipun bermanfaat, implementasi inovasi ini menghadapi lima
hambatan yang dipetakan ke rekomendasi pada Tabel 5, Pertama, literasi digital
masyarakat belum merata. Warga di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),
masyarakat perdesaan, dan kelompok lanjut usia masih kesulitan memakai
layanan digital, dan sebagian wajib pajak masih memilih membayar langsung di
Samsat karena belum terbiasa dengan pembayaran nontunai (Priasiutl et al,
2022). Dalam kerangka Rogers dan UTAUT, hambatan ini berkaitan dengan
kerumitan dan ekspektasi usaha.

Kedua, infrastrukiur digital dan konsistensi data belum merata, Perbedaan
kesiapan teknologi antarprovinsi menyebabkan layanan pembayaran digital
belum tersedia secara merata. Di Jawa Barat tercatal gangguan janngan dan
server yang memaksa wajib pajak membayar manual, ketidaksesuaian data
tagihan, dan perbedaan layanan antarbank (Priastuti et al, 2022). Keatiga,
keamanan data pribadi. Layanan ini memproses nomar polisi, data kendaraan,
dan data pembayaran yang melintasi beberapa pihak (SIGNAL, markelplace, dan
bank), sehingga setiap penyelenggara sistem elektronilc wajib memenuhi prinsip
Iindungan data pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan ketentuan
keamanan SPFBE &mmm"l Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, 2022). Risiko spesifik yang
mungkin muncul adalah penyalahgunaan data oleh pihak ketiga dan kode atau
tautan bayar palsu yang menyasar pengguna. Namun dokumen yang dikaji tidak
memuat data insiden, sehingga risiko ini bersifat potensial.

Keempat, koordinasi lintas lembaga. Layanan ini melibatkan Paolri,
pemarintah daerah, Jasa Rahara, bank, markeip/ace, dan Kemeantarian



Komunikasi dan Digital (Tabal Z). sehingga membutuhkan sinergi dalam
sinkronisasi data tagihan, keseragaman kanal, dan kejelasan skema kerja sama.
Kelima, pemantauan kinerja yvang belum terpadu. Dokumen yang dikaji tidak
memuat indikator kinerja terpadu seperti waktu layanan, pangsa transaksi digital,
dan keluhan pengguna, sementara kontribusi E-Samsat terhadap penerimasan
PKE di lokasi studi baru sekitar 8-10% (Priastuti et al., 2022), sehingga mulu
layanan sulit dinilai. Perscalan-persoalan ini sejalan dengan catatan bahwa
inovasi layanan memeriukan dukungan kapasitas organisasi dan kesiapan
pengguna (Muharam, 2019; Natika, 2024),

Dialog dengan Kajian Terdahulu dan Perbandingan Antardaerah

Temuan tentang literasi, gangguan jaringan, ketidaksesuaian data, dan
validasi fisik konsisten dengan (Priastuti et al,, 2022). Perbedaannya terletak
pada kanal yang menonjol. Pada kajian Jawa Barat, kanal bank dan aplikasi
daerah lebih menonjol, sedangkan untuk Jawa Timur sumber yang tersedia
menyorotl kanal markeiplace: Tokopedia memperoleh penghargaan Gubernur
sebagai kanal danng terbaik pembayaran PKB berdasarkan nominal dan jumlah
transaksi (C. Indonesia, 2023). Perbandingan ini terbatas pada dua daerah vang
sumbernya tersedia, dan Klaim kinerja kanal berasal dan perusahaan atau
pemearintah dasrah, bukan evaluasi independen. Yanto et al. (2025) malaporkan
bahwa inovasl mempercepat pelayanan publik; kajian inl menambahkan bahwa
percepatan itu bergantung pada layanan yang benar-benar dapat diselesaikan
daring, sedangkan layanan yang memearukan pemeriksaan fisik tetap dilakukan
di Samsalt.

Dari sisi regulasi, kerangka SPBE Presiden (2018) menyediakan dasar
keterpaduan layanan digital, UU Nomor 1 Tahun 2022 menempatkan PKE
sebagal pajak daerah, dan UU Nomeor 27 Tahun 2022 membebankan kewajiban
pelindungan data. Namun tidak satu pun dokumen yang dikaji mengatur secara
khusus skema kemitraan kanal marketplace, standar biaya layanan, atau
tanggung jawab bila terjadi kebocoran data pada kanal pihak ketiga. Celah
kebijakan ini dijawab oleh rekomendasi £ dan 3.



Rekomendasi Kebijakan

Lima rekomendasi disusun dari lima hambatan dan dirangkum pada Tabel
5. Rekomendasi tentang lterasi dan edukasi digabung karena sasaran dan
pelaksananya sama. Priontas ditentukan menurut tiga kritena, yaitu urgensi nsiko
bagl pengguna, dampak ternadap pencapaian manfaat, dan kelayakan (biaya
serta kewenangan), Prioritas 1 (0—12 bulan) diberikan pada rekomendasi vang
berbiaya relatif rendah, berada dalam kewenangan pelaksana, dan menangani
risiko pengguna. Priontas 2 (12-36 bulan) diberikan pada rekomendasi yang
memerukan anggaran dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan,

Tabel 5 Hambatan, Rekomendasi, Penanggung Jawab, Indikator, dan Prioritas

Hambatan  Rekomendasi Pananggung Indikator Prioritas
keberhasilan

1. Literasi  Edukasi berjenjang Bapenda dan  Proporsi transaksi 1(D-12

digital dan Samsat PEE melalui kanal bulan)

belum pendampingan provinsi; dinas  digital; jumlah wajib

merala (Samsat, desa komunikasi dan pajak terjangkau
atau kelurahan, informatika; edukasi; keluhan
komunitas lansia)  kanal mitra keszulitan penggunaan
dengan panduan
bahasa sederhana

2. Parbaikan Feamearintah Kelidaksezuaian data 2 (12-36
Infrastrukiur koneklivitas daerah; tagihan; durasi bulan)
dan wilayah tertinggal, Kemenierian  gangguan layanan;
konsistensi sinkronsasi data  Komunikasi jumlah wilayah tanpa
data fagihan, keandalan dan Digital; akzes memadai
server, dan loket  Bapenda;
letap tersedia Korantas
sebagai alternatif
3. Bisiko Audit keamanan  Koranlas; Hazil audit; jumlah 1 (audit dan
keamanan dan kepaluhan Bapenda; insiden dan wakiu edukasi); 2
data pribadl pelindungan data penyadia penanganan; kanal  (penguatan
kanal mitra; kanal kanal; pelaporan tersedia sistem)
pelaporan tautan  Kementerian
paksu; edukasi Komunikasi

ant-penipuan dan Digtal




Hambatan Rekomendasi Penanggung Indikator Prioritas

jawab keberhasilan
4, Standar peranjian  Pemerintah Seluruh kanal 1i0-12
kKoordinasl  kerja sama kanal  provinzi dan menampilkan rincian  bulan)
lintas dan keterbukaan  Bapenda biaya sebelum bayar;
lembaga biaya layanan bersama skema kerja sama
dan skema sabalum Korantas, Jasa dapat diakses publik
kemitraan pembayaran Raharja, bank,
dan
markeiplace
B. Dasbor indikator Bapenda dan Laporan evaluasi 2112-36
Femantaua dan evaluasi Kordanias, berkala terbil; data bulan)
n kinerja berkala (walkiu inspekiorat indikator
belum layanan, pangsa dipublikasikan
terpadu fransaksi digital,
biaya total
PENgQUNE,
kaluhan

Sumber Tabel: Diolah penulis (2026) dar analisis lematik atas 19 dokumen yang dikaji
(lihat Metode dan Referansl)

Rekomendasi ini mengandung proposisi yang dapat diuji pada penelitian
lanjutan, bukan hasil yang dijamin, Proposisi 1; edukasi berjenjang meningkatkan
proporsi pengguna kKanal digital pada kelompok yang sebelumnya memakai loket.
Proposisi 2: keterbukaan biaya mening katkan kepercayaan pengguna pada kanal
pihak ketiga. Proposisi 3: kepercayaan pengguna yang lebih tinggi berhubungan
dengan kepatuhan membayar tepat waktu. Hubungan antara kepercayaan dan
kepatuhan pajak dalam konteks E-Samsat belum diteliti sehingga diperlakukan
sebagai hipotesis.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Kajian ini menjawab figa tujuan penelitian. Pertama, tentang manfaat:
pembayaran PKE tahunan melalul markefplace merupakan inovasi pelayanan
publik yvang telah memenuhi tahap transaksi dan sebagian tahap infegrasi e-
govemnment. Manfaat yang dilaporkan literatur. yaitu efisiensi waktu, transparansi
prosas, dan berkurangnya tatap muka, masih berupa klaim atau potensi,
sedangkan penurunan biaya, peningkatan kepatuhan, dan dukungan terhadap



PAD belum terbukti dan peru diuji, terutama karena kanal pihak ketiga dapat
mengenakan biaya layanan.

Kedua, tentang hambatan: terdapat lima hambatan, yvaitu lterasi digital
yvang belum merata, kesenjangan infrastruktur dan konsistensi data, risike
keamanan data pribadi, koordinasi lintas lembaga, serta pemantauan kinerja
yvang belum terpadu. Ketiga, tentang rekomendasi: disusun lima rekomendasi
operasional dengan penanggung jawab, indikator, dan prioritas pada Tabel 5.
K.eterbatasan kajian ini adalah berbasis literatur dan dokumen sekunder tanpa
data primer maupun statistik transaksi, perbandingan antardaerah terbatas pada
dua daerah, dan sebagian klaim berasal dar pernyataan pejabat dan
perusahaan. Keberhasilan digitalisasi ini bergantung pada kesiapan pengguna
dan infrasfruktur, sehingga kajian ini tidak menyimpulkan bahwa layanan telah
inklusif.

Saran

Pemerintah provinsi dan pengelola Samsat disarankan menerapkan lima
rekomendasi secara bertahap sesuai prioritas pada Tabel 5. Tahap awal berupa
edukasi. standar kerja sama dengan keterbukaan biaya, serta audit keamanan
data yang berbiaya relatif rendah dan berada dalam kewenangan pelaksana,
Tahap berikutnya adalah penguatan infrastruktur intemeat di wilayah tertinggal,
sinkronisasi data, dan dasbor pemantauan terpadu yvang memerukan anggaran
dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Penslitian selanjutnya disarankan
memakai data primer, seperti survei pengguna E-5amsat, serta data sekunder
publik berupa laporan realisasi PKE Bapenda sebelum dan sesudah digitalisasi,
data Korlantas dan Jasa Raharja, serta data BPS dan APJI, untuk menguji
hipotesis tentang efisiensi, biaya total. kepatuhan, dan PAD.

REFERENSI
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative
Research i Psychology, 3(2). 77-101.

https:/idol.org/10. 119114780887 06qpl630a
Indonesia, ©. (2023), Fitur E-Samsat Tokopedia raih penghargaan dar Pemprov



Jalirm, https:/iwww cnbcindonesia comftech/20231128152040-37-
492 T06/Mtur-e-samsat-tok o pedia-raih-panghargaan-dari-pemprov-jatim

Indonesia, P. R. (2023). Peraluran Presiden Nomor 82 Tahun 2023 fentang
Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Jambi, A, (2021). Korantas Polrn: Layanan Samsal digital hindarn perilaku koruptif
https.//jambi.antaranews.com/berita/481997 korlantas-polri-layanan-
samsat-digital-hindari-perilaku- koruptif

Layne, K., & Lee ) (2001), Developing fully functional e-government: A four stage
model, Government Iinformation Quarterly, 18(2), 122-136.

Muharam, R. 3. (2019). Inovasi pelayanan publik dalam menghadapi era.
Decision: Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 39-47.

Matika, L. (2024). Transformasi pelayanan publik di era digital: Menuju pelayanan
masa depan yang lebih baik, The World of Fubific Administration Joumal,
6(1). hitps:/idoi.org/ 10,3795 0Mwpaj.vEi 1

Pajakku. (2025). Cara bayar PKB lewal aplikasi SIGNAL, fanpa ke Samsal.
https.//pajakku.com/artikel/cara-bayar-pkb-lewat-aplikasi-signal-tanpa-ke-
samsat

Peraturan FPresiden MNomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitekiur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (2022).

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastrukiur (2015)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Momor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem
Femerintahan Berbasis Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 182 (2018).

Presiden, P. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem FPemerintahan Berbasis Elektronik. In Lembaran
MNegara Republtk Indonesia Tahun 2078 Nomor 182

Priastuti, T., Sumaryana, A., & Utami, S. B. {2022). Design of e-Samsat services
at the West Java Regional Revenue Agency (Case study of Bandung City),
Jurnal Manajamen Pelayanan Pribiic, 5(2).
hitps-/journals.unpad.ac.id/jmpp/article/download/372 62/pdf

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). Free Press.

Sarensen, E., & Torfing, J. (2011). Enhancing collaborative innovation in the
public sector. Adminisiraiion & Socieily, 43(8), B42-868

Undang-Undang Momor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara
Femenntah Fusat Dan Pemenntahan Daerah (2022).

Yenkatesh, V., Momis, M. G., Davis. G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance
of infarmation technology: Toward a unified view, MIS Quarterly, 27(3), 425~
478

Wardana, |. G. N. W,, & Prabawati, N. P, A, (2024). Efektivitas pelayanan publik
dalam perspektif good gowernance di era digital,  Socio-FPolitical
Communication and Policy Review, 16), 1-8.
hitps://doi.org/10.61292/shkr. 178

Yanto, E., Anirwan, A, & Nugroho, T. C. (2025). Dampak inovasi terhadap
akselerasi pelayanan publik di era society 5.0: Studi literatur. Joumna! of



Governance and Policy Innovation, a(2). a0,
https://doi.org/10 51577 /jgpi v5i2.801



171-187_cek.docx

ORIGINALITY REPORT

9. Sy 61 Ay,

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

ejournal.unsrat.ac.id 1

Internet Source %
eraturanpedia.id 1

IEternet Source p %

media.neliti.com T
Internet Source %
WWwWWw.coursehero.com 1

Internet Source < %
Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper gg <1 %
fiskal.kemenkeu.go.id

ﬂ Internet Source g <1 %
linkpemda.com 1

Intern(gSource < %

E guruedukasiholiday.blogspot.com <1,
Internet Source A)
jurnal.syntaxliterate.co.id 1

n JInternet SouXe < %

Luki Natika. "TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL: MENUJU <1 o
PELAYANAN MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK", The World of Public Administration 0
Journal, 2024
Publication
ftuncen.com

Internet Source <1 %
Submitted to Universitas Terbuka

Student Paper <1 %
aridwansiregar.wordpress.com

Internet Source g p <1 %
danacita.co.id

Internet Source <1 %




—
ul

jurnal.unived.ac.id

Internet Source

<1%

—_
(@)

ejournal.ipdn.ac.id

Internet Source

<1%

—_
~

jurnal.unpad.ac.id

Internet Source

<1%

—_
(0/0)

www.keprinews.com

Internet Source

<1%

JEEN
O

conference.ut.ac.id

Internet Source

<1%

N
]

digilib.uinsgd.ac.id

Internet Source

<1%

H
—

lipsus.kompas.com

Internet Source

<1%

N
N

ojs.stiami.ac.id

Internet Source

<1%

N
w

journal.intelekmadani.org

Internet Source

<1%

N
H

journal.unpas.ac.id

Internet Source

<1%

N
(O3

lwan Efriandy, Meita Rahmawati, Efva Octavina Donata. "Kajian Komparatif
Sebelum Dan Pasca Launching Samsat Keliling Dan Samsat Corner Mall Terhadap
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Selatan", Reformasi

Administrasi, 2020

Publication

<1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches

Off



